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EMAH RIPAH WIBAWA MUK

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan retribusi daerah di bidang pelayanan kesehatan
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Kota Bandung;

b. bahwa wuntuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,
memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya
pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelambagaan
maupun jenis-jenis pelayanan baru maka ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Bandung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3273);
3 . Undang-Undang ...
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Peraturan ...

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu001.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu044.doc

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi/Pidana
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 10 Seri C Tahun 1986);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor
10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjan Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun Nomor 08);

20. Peraturan ...

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/87pp016.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.doc

Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) Kota
Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2009 Nomor 09)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

3. Walikota adalah Walikota Bandung;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

7. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat RSKIA
adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

8. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat

RSKGM adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

9. Pelayanan ...
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9. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan secara paripurna yang meliputi : kegiatan pencegahan
(preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif)
dan penyembuhan (rehabilitatif) kepada pasien.

10. Pelayanan Kesehatan  Dasar adalah pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan di fasilitas pelayanan dasar

11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan di fasilitas pelayanan rujukan

12. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh dokter spesialis.

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan, RSUD, RSKIA dan RSKGM.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terhutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa denda.

BAB I

RETRIBUSI
Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan kesehatan di Daerah,
Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan retribusi daerah.

Pasal ...
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